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1  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2  Undang-Undanq Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan DokumentasI Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

5  Peraturan Menteri KomunikasI dan Informatlka Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren BIdang KomunlkasI dan Informatlka;

1. Minimal Sarjana

2. Menguasal Tata Pembukuan

3. Memlllkl Pengetahuan Mengenal Pelayanan Prima

4. Memlllkl Tata Krama

Peraturan Komisi Informasi Pusat

Pengklasifikasian Informasi Publik;
Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

8  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah di LIngkungan Pemerintah Daerah;

9  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Keterbukaan Informasi Publik Daerah;

10 Peraturan Wall Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di LIngkungan Pemerintah Kota Bontang;

11 Peraturan Wall Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ketja Inspektorat Daerah.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN;

Masyarakatyang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah 1. Fonnulir Isian

2. Komputer

3. Jaringan Internet

4 ATK

5. Kertas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

DIdokumentaslkan sebagal arsip



SOP UJI KONSEKUENSl INFORMASI PUBLIK

SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No TAHAP KEQIATAN

Pelaksana

PPID Utama PPID Pembantu
Tim Pertimi9angan

Peiavanan Informasl

Komponen atau

Perangkat Daerah

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output
Ket.

PPiD berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang
menguasai dan mengelola Informasi tertentu untuk
melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik ■[=h

Daftar Informasi yang
dikecualikan dari PPID
Pembantu SKPD dan
RUMD

Setiap saat Rekapitulasi klasifikasi
informasi yang dikecualikan
dari PPID Pembantu SKPD
dan RUMD

Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen
yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU,
keoatutan dan keoentinaan umum

Dasar hukum ; UU No.
14 Tahun 2008 dan
PERKI 1 Tahun 2Q17

Pada hari dan
jam kerja

Surat keputusan Tim
Pertimbangan Pelayanan
informasi

Membuat pertimbangan tertulis secara
saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan
Informasi Publik tertentu Dikecualikan

Informasi / dokumen
yang telah dinyatakan
dikecualikan dan
disusun berita acara
pengujian konsekuensi

Pada hari dan
jam kerja,
maksimal 10
(sepuluh) hari
kerja, sejak uji
konsekuensi
rlilaksanakan

Berita acara pengujian
konsekuensi

Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud
dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk
mendapatkan persetujuan CZD

Konsep Keputusan
Atasan PPID Utama
beserta lampiran
klasifikasi informasi
yang dikecualikan dan
berita acara

Maksimal
disahkan
setelah 1 bulan
pelaksanaan Uji
Konsekuensi

Penetapan Keputusan
Atasan PPID Utama beserta

lampiran klasifikasi
informasi yang dikecualikan
dan berita acara yang telah
ditandatangani dan
rlisahkan



SOP UJIKONSEKUENSIBVFORMASIPUBLIK

SAAT ADA PERMOHONANINFORMASI

Pelaksana

TAHAPKEGIATAN

1 Melakukan kajiaii atas informasi / dokumen
yang tidak termasuk dalam Daflar Informasi
Publik deiigan melibatkan Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi.

2 Melakukan kajian atas informasi / dokmnen
yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi
Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi.

3 Melakukan kajian atas mformasi / dokumen
yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi
Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan
Pelayanan biformasi.

Melakukan kajian atas informasi / dokumen
yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi
Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi.

PPID

Utama Dan PPID

Pembantu

Tim Pertimbangan
Pelayanan

Informasi

Komponen atau
Perangkat Daerah

Pemohon

Mutu Baku

Kelengkapan JWaktu Output

Berkas permohonan
informasi / dokumen dari

pemohon informasi

Setiap saat Berkas permohonan informasi
yang telah diisi

Dasar hukum: UU No. 14

Tahun 2008 dan

Pada hari dan jam
keija

lengkap dan

PERKI1 Tahun 2010 Pada hari dan jam
keija, maksimal
10 (sepuluh) hari
keija, sejak
peimohonan

Surat keputusan Tim
Pertimbangan Pelayanan

Informasi

Informasi / dokumen yang

telah dinyatakan terbuka
untuk publik

Maksimal

diberikan

perpanjangan
pemenuhan
permohonan
informasi selama

7 (tujuli) hari

sejak
pemberitahuan
tertuhs diberikan

dan tidak dapat
diperpanjang lagi

Inforaiasi / dokumen dari

komponen atau Perangkat
Daerah


